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ABSTRAK
Nama : Dinul Pradana
Nim : 10500112108
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Corporate Social Responsibility
(CSR) Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Skripsi ini berjudul ” Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Corporate Social
Responsibility (CSR) Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)” . Dimana dalam
skripsi ini terdiri dari 2 (tiga) sub masalah yakni (1) Bagaimana bentuk-bentuk
Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia
IV?, (2) Bagaimana teknik pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT.
Pelabuhan Indonesia IV?. Untuk menyelesaikan sub masalah tersebut, maka digunakan
metode pengumpulan data yang bersumber dari studi dokumen, wawancara dan
observasi. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dianalisa secara kualitatif
yaitu suatu cara penelitian yang yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni
merupakan data yang tidak berbentuk angka.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan efektivitas
CSR yang dilaksanakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV untuk mengetahui sesuai
harapan atau keinginan masyarakat sekitar.
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan memilih instansi terkait
dengan perkara ini, yaitu dilaksanakan di Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dengan wawancara dengan pihak
terkait. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh
dengan wawancara langsung menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat
secara terstruktur. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menelaah dokumen dan
literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, data yang diperoleh dan dianalisis
secara kualitatif yaitu dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dibahas
dalam skripsi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk-bentuk Corporate Social
Responsibility (CSR) yang diterapkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sesuai
dengan regulasi. (2) Teknik pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia
IV (Persero) cukup baik, namun beberapa kegiatan diharuskan melalui pengajuan
proposal terlebih dahulu, sehingga perusahaan pasif dalam menelaah kebutuhan dan
keinginan masyarakat sekitar.
Implikasi dari penelitian ini adalah: (1) Perusahaan harus mempertahankan
segala bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungannya terhadap masyarakat sekitar
agar kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat tetap stabil dan makin
meningkat. (2) Perlunya kepekaan perusahaan dalam menelaah kebutuhan dan
keinginan masyarakat sekitar dengan membentuk tim untuk bersosialisasi terhadap





Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan
Terbatas merupakan perusahaan yang oleh Undang-undang dinyatakan sebagai
perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, Perseroan
Terbatas menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban
sebagai badan hukum. Hal ini berarti Perseroan Terbatas dapat melakukan
perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai
kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya). Perseroan
Terbatas (PT) merupakan suatu bentuk kegiatan ekonomi yang disukai sampai
saat ini, karena pertanggungjawabannya bersifat terbatas dan juga memberikan
kemudahan bagi pemilik atau pemegang saham untuk mengalihkan
perusahaannya kepada setiap orang dengan cara menjual saham yang mereka
miliki.
Perseroan Terbatas merupakan perusahaan yang oleh Undang-undang
dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang
demikian itu, Perseroan Terbatas menjadi subyek hukum yang menjadi
pendukung hak dan kewajiban sebagai badan hukum. Hal ini berarti Perseroan
Terbatas dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia
dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang. Kata “perseroan” menunjuk
kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas”
menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai
2nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Bentuk hukum seperti
perseroan tebatas ini juga dikenal di negara-negara lain, misalnya Malaysia yang
disebut Sendirian Berhad (SDN BHD), di Singapura yang disebut Private Limited
(Pte Ltd), di Jepang yang disebut Kabushiki Kaisa, di Inggris yang disebut
Registered Companies, di Belanda yang disebut Naamloze Vennotschap (NV) dan
di Perancis yang disebut Societes A Responsabilite Limite (SARL).
Perseroan Terbatas harus memperhatikan seluruh aspek dalam
menjalankan usahanya, yaitu aspek keuangan, aspek sosial dan aspek lingkungan
berdasarkan konsep Triple Bottom Line. Tidak hanya mementingkan keuntungan
yang akan dicapai, perusahaan sebagai pelaku bisnis di dalam menjalankan
usahanya dituntut untuk semakin memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan
yang ada di sekitarnya. Jadi jika suatu perusahaan memperoleh suatu keuntungan,
maka perusahaan tersebut harus menyadari dan memikirkan tanggung jawab apa
yang harus dilakukannya terhadap masyarakat tersebut, karena perusahaan
tersebut pada awalnya berdiri untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan
masyarakat, bukan hanya untuk mencari keuntungan sendiri. Hal inilah yang
dikatakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar.
Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran
baru tentang pentingnya melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR).
Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas
yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga mengasingkan diri dari
lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan suatu usaha yang
wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Hal yang sama
juga terjadi pada aspek lingkungan hidup, yang menuntut perusahaan untuk lebih
peduli pada lingkungan hidup tempatnya beroperasi.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Sosial
Responsibility/CSR) adalah suatu konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai
3bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar tempat
perusahaan itu berada. Bentuk tanggung jawab sosial bermacam-macam,
mulai dari melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan perbaikan lingkungan sekitar, pemberian bantuan beasiswa untuk
anak kurang mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum,
sumbangan untuk masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat
banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.
Secara umum, Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan peningkatan
kualitas kehidupan, dimana kemampuan manusia sebagai anggota masyarakat
untuk menanggapi keadaan sosial yang ada, memanfaatkan serta memelihara
lingkungan hidup, dan pada akhirnya akan berdampak positif.
Perkembangan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang terus
berkembang, tentu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha.
Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat ditandai dengan munculnya
berbagai perusahaan yang mempunyai produksi skala besar dan menyerap tenaga
kerja. Bidang-bidang usaha yang ada juga semakin banyak sehingga membuka
lapangan kerja bagi masyarakat. Apalagi didukung dengan adanya kebijakan
Otonomi Daerah, sehingga banyak daerah yang berlomba untuk memajukan
dirinya dengan cara memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk
beroperasi di daerahnya.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social
Responsibility (CSR) saat ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat
umum. CSR berkaitan dengan tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial
dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan dalam hal ini berperan
untuk mendorong perekonomian yang sehat dengan mempertimbangkan faktor
lingkungan hidup.
4Ada 4 (empat) hal ketentuan tentang tanggung jawab sosial
dan lingkungan, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, selanjuatnya disebut UU CSR:
1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan
tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan
dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya
dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan Pasal 1 UUPT Nomor 40 tahun 2007, pengertian Perseroan
Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar
yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi
yang disukai sampai saat ini, karena pertanggungjawabannya bersifat terbatas
dan juga memberikan kemudahan bagi pemilik atau pemegang saham
untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan cara menjual
saham yang mereka miliki.
Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dapat disebut sebagai
perusahaan Perseroan Terbatas menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur:
51) Berbentuk badan hukum, yang merupakan persekutuan modal;
2) Didirikan atas dasar perjanjian;
3) Melakukan kegiatan usaha;
4) Modalnya terbagi saham-saham;
5) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta persyaratan
material pendirian perseroan terbatas untuk mendirikan suatu perseroan
harus memenuhi persyaratan material antara lain:
a. Perjanjian antara dua orang atau lebih;
b. Dibuat dengan akta autentik;
c. Modal dasar perseroan;
d. Pengambilan saham saat perseroan didirikan;
e. Modal Perseroan Terbatas;
f. Organ Perseroan Terbatas.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74
mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Perusahaan yang bergerak
dalam bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak berkewajiban
untuk melaksanakan kewajiban Corporate Social Responsibility.1
Dalam Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas
khususnya pasal 1 dinyatakan bahwa : “Perseroan Terbatas adalah badan hukum
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta
peraturan pelaksanaannya ” Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan, perseroan terbatas adalah organisasi
bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang
1A.B. Susanto, A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility
(Jakarta: The Jakarta Consulting Group, 2007), h. 7.
6dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan
harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya.
Di dalam Perseroan Terbatas, pemilik modal tidak harus memimpin
perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal
untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan Perseroan Terbatas dibutuhkan
sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.
Seperti diketahui, pemegang saham telah menginvestasikan sumber daya
yang dimilikinya guna mendukung berbagai aktivitas operasional perusahaan
dan oleh karenanya mereka akan mengharapkan keuntungan yang optimal serta
pertumbuhan perusahaan sehingga kesejahteraan mereka di masa depan
juga akan mengalami peningkatan. Oleh karenanya perusahaan harus berjuang
keras agar memperoleh laba yang optimal dalam jangka panjang serta senantiasa
mencari peluang bagi pertumbuhan di masa depan. Di samping kepada pemegang
saham, tanggung jawab sosial ke dalam ini juga diarahkan kepada karyawan.
Karena hanya dengan kerja keras, kontribusi, serta pengorbanan merekalah
perusahaan dapat menjalankan berbagai macam aktivitasnya serta meraih
kesuksesan. Oleh karenanya perusahaan dituntut untuk memberikan kompensasi
yang adil serta memberikan peluang pengembangan karir bagi karyawannya.
Tentu saja hubungan antara karyawan dengan perusahaan ini harus didasarkan
pada prinsip hubungan yang saling menguntungkan (Mutually Beneficial),
artinya perusahaan harus memberikan kompensasi yang sesuai
dengan prinsip-prinsip keadilan, namun di lain pihak karyawan pun dituntut
untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan perusahaan.
Definisi Perseroan Terbatas dapat terdiri dari unsur–unsur:
1. Persekutuan.
2. Dengan modal perseroan yang tertentu yang dibagi atas saham – saham.
73. Para persero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satu saham
atau lebih.
4. Melakukan perbuatan hukum dibawah mana yang sama dengan tanggung
jawab yang semata-mata terbatas pada modal mereka setorkan.
Selanjutnya di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa:
“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”.
Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas
merupakan badan hukum resmi yang dimiliki oleh dua orang atau lebih
dimana dalam menjalankan perusahaan tanpa lagi menggunakan harta pribadi
pemilik dan pendirian perseroaan terbatas mempunyai maksud serta tujuan
dan dalam kegiatan suatu perusahaan tersebut tidak bertentangan dengan aturan
perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
Kedua aturan hukum tersebut menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai
hak untuk memiliki kehidupan yang baik, baik itu dari segi sosial maupun
lingkungan. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, perusahaan juga harus
mempertimbangkan sisi pelibatan masyarakat sekitar dalam perencanaan,
pembangunan dan jalannya kegiatan korporasi. Pelibatan dengan cara-cara
yang baik, dapat memunculkan pengertian masyarakat akan maksud dan tujuan
proyek. Selain itu, pelibatan juga merupakan mekanisme check & balances antara
pihak masyarakat dengan pihak korporasi.
Seiring perkembangan jaman, masyarakat menjadi semakin kritis
dan menyadari hak-hak asasinya, sehingga berani untuk mengekpresikan
tuntutannya terhadap bisnis di Indonesia. Para pelaku bisnis pun harus lebih
bertanggung jawab, bukan hanya keuntungan semata, namun mereka juga harus
memberikan kontribusi yang positif terhadap lingkungan sosialnya.
Sebagian masyarakat sadar bahwa pentingnya melaksanakan Corporate Social
8Responsibility ini, hal ini mendorong korporasi agar lebih peduli terhadap
lingkungan dimana tempatnya beroperasi.
Di tengah masyarakat yang semakin kritis dan peduli terhadap
keberlangsungan lingkungan dalam jangka panjang, Corporate Social
Responsibility (CSR) menjadi suatu keharusan bagi perusahaan.
Apalagi sebenarnya perusahaan sendiri pun memperoleh manfaat dari CSR ini,
yang terutama yaitu mengenai manajemen reputasi perusahaan.
Definisi CSR sangatlah beragam, bergantung pada visi dan misi korporat
yang disesuaikan dengan needs, desire, wants, dan interests komunitas.
Definisi tersebut menekankan kepada perlunya memberikan perhatian
secara seimbang terhadap kepentingan berbagai stakeholders yang beragam
dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui
perilaku yang secara sosial bertanggung jawab.
Tanggung jawab sosial ini diarahkan baik ke dalam (internal) maupun
ke luar (eksternal) perusahaan. Ke dalam, tanggung jawab ini diarahkan
kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan.
Soal tanggung jawab sosial dan lingkungan ini tidak berlaku terhadap setiap
dan seluruh Perseroan Terbatas, artinya tidak semua Perseroan Terbatas
mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut Pasal 74 Ayat (1)
Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas yang wajib
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah perseroan
yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam.
Adapun sanksi yang diterapkan terhadap perseroan yang tidak mematuhi
kewajiban mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu:
1. Peringatan tertulis;
92. Pembatasan kegiatan usaha;
3. Pembekuan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal;
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
Sanksi administratif diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain dikenai sanksi administratif,
badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
Tanggung jawab sosial ini berkaitan dengan peran perusahaan sebagai
pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan
dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi kepentingan
generasi mendatang. Pajak diperoleh dari keuntungan yang diperoleh perusahaan.
Oleh karenanya perusahaan harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga
mampu memperoleh laba yang maksimal. Demi kelancaran aktivitas perusahaan
demi mencapai tujuannya, perusahaan membutuhkan banyak tenaga kerja.
Seiring dengan tumbuh kembangnya perusahaan, kebutuhan akan tenaga
kerja ini akan mengalami peningkatan. Perusahaan berkewajiban untuk ikut
berpartisipasi menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Lapangan kerja akan
semakin banyak tersedia manakala perusahaan tumbuh dan berkembang.
Oleh karenanya perusahaan berkewajiban untuk selalu mencari peluang-peluang
baru bagi pertumbuhan, tentu saja dengan tetap mempertimbangkan faktor
keuntungan dan tingkat pengembalian finansial yang optimal. Perusahaan juga
memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, baik yang berkaitan dengan perusahaan
maupun tidak. Perusahaan juga bertanggung jawab untuk memelihara kualitas
lingkungan tempat mereka beroperasi demi peningkatan kualitas hidup
masyarakat dalam jangka panjang, baik untuk generasi saat ini maupun
bagi generasi penerus.
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Kehadiran sebuah perusahaan di tengah-tengah masyarakat,
apalagi perusahaan tersebut membuka lahan yang semula belum tersentuh
oleh teknologi, tentu akan membawa dampak sosial bagi masyarakat sekitar.
Dampak sosial yang dimaksud misalnya penduduk di sekitar lokasi perusahaan
mengalami kesulitan untuk mendapat berbagai kebutuhan sehari-hari.
Sebelum perusahaan tersebut melakukan aktivitasnya dapat dikatakan
bahwa masyarakat tidak terlalu sulit untuk mendapatkan bahan-bahan
yang dibutuhkan dalam melakoni hidup. Perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia IV
(Persero) awalnya dibentuk tahun 1992 berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah,
SH Nomor 7 tanggal 1 Desember 1992 dan resmi dikelola oleh BUMN,
namun menurut sejarah, pelabuhan telah ada sejak tahun 1957.2
Melalui CSR, perusahaan tidak hanya memprioritaskan tujuannya
pada memperoleh laba sebesar-besarnya. Konsep tanggung jawab perusahaan
yang telah dikenal sejak 1970-an, merupakan kumpulan kebijakan dan praktik
yang berhubungan dengan stakeholders, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum,
penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen perusahaan
untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan.
Salah satu perusahaan yang menerapkan CSR adalah PT. Pelabuhan
Indonesia IV (Persero). CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral
suatu perusahaan, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah
pengoperasian perusahaan. Perusahaan yang baik dapat terlihat dengan adanya
hubungan yang harmonis antara perusahaan tersebut dengan masyarakat
sekitarnya, yakni menggapai hasil terbaik dengan meminimalisir kerugian bagi
kelompok masyarakat lainnya. Hal ini guna menciptakan sebuah keseimbangan
dan pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi di masyarakat agar kecemburuan
sosial tidak lagi berpotensi menjadi sumber konflik. Sebagai sebuah konsep
2Marwah, “Sejarah Perusahaan” http://inaport4.co.id/?p=25 diakses pada tanggal 23 Juni
2016 pukul  00.29 WITA.
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yang berciri umum, CSR harus berjalan dalam program-program nyata.
Salah satu bentuk aktualisasi CSR adalah Community Development.
Corporate Sosial Responsibility dipandang sebagai suatu keharusan
untuk membangun citra yang baik dan terpercaya bagi perusahaan.
Praktik CSR yang berkelanjutan sebagai investasi sosial (Social Investment)
yang berbuah pada lancarnya operasional perusahaan.
Dalam konteks pembangunan saat ini, perusahaan tidak lagi dihadapkan
pada tanggung jawab yang berpijak pada aspek keuntungan secara ekonomis
semata, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.
Perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan keuntungan
demi keberlangsungan usahanya, melainkan juga bertanggungjawab
terhadap aspek sosial dan lingkungannya. Namun belum ada standar mengenai
seberapa banyak tanggung jawab sosial yang harus diungkap.
Setiap umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras, sehingga menjadi
manusia mampu atau kuat secara finansial. Umat Islam yang mampu dan beriman,
dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan umat Islam lain yang masih lemah dari
ancaman kekafiran. Seperti potongan ayat dari Surah Al-Maidah ayat 2 dan Surah
At-Taubah ayat 105.
        
Terjemahnya;
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa.”
Surah At-Taubah 9:105:
               
        
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Terjemahnya;
"Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin
akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang
mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu
apa yang telah kamu kerjakan.”
Dari penggalan ayat di atas kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa:
Allah SWT memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan
dan bekerja keras agar sebagai manusia kita mampu dan kuat secara
ekonomi/finansial agar bias menyelamatkan diri sendiri dan umat yang lainnya.
Sama halnya dengan CSR, karena CSR diperuntukkan untuk mensejahterakan
masyarakat, dimana PT. Pelabuhan Indonesia IV merupakan Badan Usaha Milik
Negara, tentu keberadaannya hendaknya sangat berpengaruh terhadap
kelangsungan hidup masyarakat.
Dalam uraian latar belakang diatas, hal tersebut menarik untuk dikaji
bagi penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini
dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan
Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Pelabuhan Indonesia IV
(Persero)”.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Penelitian skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan,
dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, serta mempermudah
penulis dalam menyelesaikan penulisan. Penelitian ini akan fokus pada penerapan
Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis
merumuskan permasalahannya sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk-bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai
tanggung jawab perusahaan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)?
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2. Bagaimana teknik pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)
yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terhadap masyarakat
sekitar?
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan
1. Tujuan Penulisan
Adapun yang menjadi tujuan pembahasan yang dapat diuraikan
sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk Corporate Social Responsibility (CSR)
oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terhadap masyarakat di
sekitar perusahaan.
b. Untuk mengetahui teknik pelaksanaan Corporate Social Responsibility
(CSR) yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
2. Manfaat Penulisan
Manfaat penulisan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini
adalah sebagai berikut:
a. Secara Teoretis
Secara teoretis pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah
dirumuskan akan memberikan kontribusi pemikiran serta menimbulkan
pemahaman dan pandangan baru terhadap keberadaan Corporate Social
Responsibility di dalam suatu perusahaan.
b. Secara Praktis
Secara praktis pembahasan terhadap masalah ini diharapkan dapat
menjadi masukan dan pengetahuan bagi pembaca, khususnya bagi
perusahaan yang melaksanakan Corporate Social Responsibility sehingga
setiap perusahaan melaksanakannya memang sebagai suatu tanggung
jawab kepada masyarakat sekitar dan lingkungan bukan hanya




A. Pengertian Corporation Social Responsibility (CSR)
Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perseroan
untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi
Perseroan Terbatas sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat
pada umumnya.3 Gambaran mengenai Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan
(TJLS) dikemukan pada alinea kedelapan Penjesan Umum Undang-Undang
Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang dapat dideskripsikan sebagai
berikut:4
1) Tujuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk mewujudkan
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu
sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya;
2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dimaksud
untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi,
seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya
masyarakat setempat;
3) Sehubungan dengan itu, perlu ditentukan, bahwa perseroan
yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan “sumber
daya alamm”, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan;
3Erman Rajagukguk, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi.
Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia (Jakarta: 4 Januari 1997), h. 10.
4 M. Yahya Harahap. 2009. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 297.
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4) Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, kegiatan TJLS,
harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan,
dengan memperhatikan kapatutan dan kewajaran.
Alinea kedelapan Penjelasan Umum tersebut, ditutup dengan kalimat
yang berbunyi: Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan maka Perseroan bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Landasan pemikirian diaturanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, bertujuan mewujudkan pembangunan
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan
untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan Terbatas yang serasi, seimbang
dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat,
maka ditentukan bahwa Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan kewajiban
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang perseroan Terbatas (UUPT) memilih menggunakan istilah
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk penjabaran dalam pengaturan
tersebut. Pada saat ini belum adanya kesatuan bahasa tentang Istilah CSR namun
secara konseptual semuanya memiliki kesamaan makna. Beragam istilah
yang sepadan dengan CSR misalnya Corporate Responsibility, Corporate
Citizenship, Responsible Busines, sustainable Business, and Corporate Sosial
Performance.5
Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan Terbatas tersebut,
kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan
dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan Terbatas yang dilaksanakan
dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam
5 Tri Budiyono. 2011. Hukum Perusahaan. Salatiga: Griya media. hlm. 107.
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laporan tahunan Perseroan Terbatas. Dalam hal Perseroan Terbatas tidak
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan Terbatas
bersangkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.6
Defenisi Tanggung Jawab Sosial perusahaan/ CSR yang juga sama
menekankan kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan terdapat
pada defenisi menurut The World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD) dan World Bank. The World Business Council for Sustainable
Development mendefenisikan Tanggung Jawab Sosial perusuhaan sebagai
berikut:7
Corporate social responsibility in the commitment of business to cortribute
to sustainable economic developmet working with employees their
families, the local community and society at large to improve their quality
of life.
Intisari dari defenisi diatas bahwa tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR
yaitu komitmen untuk berkontibusi dalam pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan bersama dengan stakeholder untuk peningkatan hidup mereka.
Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR menurut lembaga
keungan global World Bank yang memiliki penekanan yang sama pada kontribusi
untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam rumusannya
menambahkan penekanan pada kemanfaatan aktivitas CSR bagi usaha
dan pembangunan seperti yang disebut sebagai berikut8:
The commitment of business to cortribute to sustainable economic
developmet working with employees their representatives, the local
community and society at large to improve quality of life, in ways hat are
both good for business and good for development. (Komitmen bisnis dari
perusahaan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi
6Penjelasan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007.
7 Gunawan Wijdaja dan Yeremia Ardi Pratama, Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan
Tanpa CSR, Jakarta: Forum sahabat,2008, hlm. 8.
8 Azheri, Busyra. 2012. Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi
Mandatory. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 20.
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berkelanjutan dengan tetap memperhatikan komunitas lokal
dan masyarakat luas demi meningkatkan kualitas hidup dengan bisnis yang
baik dan pembangunan yang baik).
Sulit untuk dipungkiri bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR
masih diartikan sebagai tindakan yang berdasarkan kesukarelaan atau voluntary
walaupun perkembangannya sekarang hal tersebut berubah menjadi keharusan
atau mandatory seperti halnya Europen Union Eropa merumuskan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR dalam UE Green Paper on CSR yaitu
“As concept whereby companies integrate sosiall inviromental concems is their
business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary
basic.” Dari pengertian tersebut Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR
dimaksudkan sebagai usaha perushaan untuk mengintegrasikan aspek sosial
dan lingkungan serta stakeholders atas dasar voluntary.
Adapun pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menurut CSR
forum adalah “CSR mean open and transparent business practices that are based
on ethical values and respect for employees, communities and environment.”
Menurut CSR forum tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR diartikan sebagai
keterbukaan dan transparansi di dalam dunai bisnis yang mendasar atas nilai etika
dan respek terhadap karyawan, komunitas, dan lingkungan.
Dalam melakukan CSR, tentunya perusahaan memiliki alasan diantaranya
adalah:
1. Alasan Sosial
Perusahaan melakukan program CSR untuk memenuhi tanggung jawab
sosial kepada masyarakat. Sebagai pihak luar yang beroperasi pada wilayah orang
lain perusahaan harus memperhatikan masyarakat sekitarnya. Perusahaan harus
ikut serta menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat dan juga menjaga
lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan.
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2. Alasan Ekonomi
Motif perusahaan dalam melakukan CSR tetap berujung pada keuntungan
perusahaan melakukan program CSR untuk menarik simpati masyarakat
dengan membangun image positif bagi perusahaan yang tujuan akhirnya tetap
pada peningkatan profit.
3. Alasan Hukum
Alasan hukum membuat perusahaan melakukan program CSR hanya
karena adanya peraturan pemerintah. CSR dilakukan perusahaan karena adanya
tuntutan yang jika tidak dilakukan akan dikenai sanksi atau denda dan bukan
karena kesadaran perusahaan untuk ikut serta menjaga lingkungan.
Akibat banyak perusahaan yang melakukan CSR sekedar ikut-ikutan
atau menghindari sanksi dari pemerintah. Hal ini diperkuat
dengan dikeluarkannya UUPT Nomor 40 Pasal 74 yang isinya mewajibkan
pelaksanaan CSR bagi perusahaan yang terkait terhadap sumber daya alam
dan yang menghasilkan limbah.
Konsep mengenai CSR mulai hangat dibicarakan di Indonesia sejak tahun
2001 dimana banyak perusahaan maupun instansi sudah mulai melirik CSR
sebagai suatu konsep pemberdayaan masyarakat. Sampai saat ini, perkembangan
tentang konsep dan implementasi CSR pun semakin meningkat, baik dari segi
kuantitas maupun kualitas. Hal ini terbukti dari banyaknya perusahaan
yang berlomba-lomba untuk melakukan CSR. Pelaksanaanya pun semakin
beranekaragam mulai dari bentuk program yang dilaksanakan, maupun dari sisi
dana yang digulirkan untuk program tersebut.
Soal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini tidak berlaku terhadap
setiap dan seluruh Perseroan Terbatas. Artinya tidak semua jenis Perseroan
Terbatas mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut Pasal 74
ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, Perseroan Terbatas mempunyai
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tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah perseroan yang menjalankan
kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber
daya alam adalah Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya mengelola
dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan Perseroan Terbatas
yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam
adalah Perseroan Terbatas yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber
daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber
daya alam. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan
Terbatas yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai dan norma,
dan budaya masyarakat setempat.
Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan CSR hendaknya terintegrasi
di seluruh aktivitas perusahaan yang mencakup 7 isu pokok yakni:
1. Pengembangan Masyarakat;
2. Konsumen;
3. Praktik Kegiatan Institusi yang Sehat;
4. Lingkungan;
5. Ketenagakerjaan;
6. Hak Asasi Manusia;
7. Organizational Governance (Organisasi Kepemerintahan).
Ketujuh pokok ini yang menjadi dasar pelaksanaan yang menjiwai
atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan CSR.
Pada saat ini, di Indonesia praktik CSR belum menjadi perilaku yang
umum, namum dalam abad informasi dan teknologi serta adanya desakan
globaliasi, maka tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan CSR semakin
besar dan kewajiban CSR menjadi standar bisnis yang harus dipenuhi.9
9 Achmad Daniri, 2007. Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas.
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Ada enam kecenderungan utama yang semakin menegaskan arti penting
CSR, yaitu meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin, posisi Negara
yang semakin berjarak kepada rakyatnya, semakin mengemukanya arti
kesinambungan, semakin gencarnya sorotan kritis dan resistensi dari publik
yang terkadang bersifat anti-perusahaan, tren ke arah transparansi,
harapan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan manusiawi.
Corporate Social Responsibility dapat dikatakan sebagai tabungan masa
depan bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang
diperoleh bukan hanya sekedar keuntungan secara finansial namun lebih pada
kepercayaan dari masyarakat sekitar dan para stakeholders berdasarkan prinsip
kesukarelaan dan kemitraan.
B. Dasar Hukum Corporate Social Responsibility (CSR)
Dasar hukum Corporate Social Responsibility antara lain yaitu pertama,
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pasal 74 ayat 1 diatur mengenai
kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi PT. Pelabuhan Indonesia
IV (Persero) yang menangani bidang atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam,
ayat 2 mengenai perhitungan biaya dan asas kepatutan serta kewajaran,
ayat 3 mengenai sanksi, dan ayat 4 mengenai aturan lanjutan.
Kedua, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, Pasal 15 huruf b menyebutkan ”Setiap penanam modal berkewajiban
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Jika tidak dilakukan maka
dapat diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan
kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas
penanaman modal (Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007). Sedangkan yang
dimaksud “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” adalah tanggung jawab yang
melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan
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hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan
budaya masyarakat setempat.10
Ketiga, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007,
menerangkan mengenai aturan Program Kemitraan (PK),
sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 6 membahas mengenai bantuan terhadap
peningkatan usaha kecil, dan Program Bina Lingkungan (BL) diatur dalam Pasal 1
ayat 7, dimana ruang lingkup BL diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, meliputi
bantuan terhadap korban bencana alam, pendidikan atau pelatihan, peningkatan
kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah,
dan bantuan pelestarian alam.
Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa konsep mengenai CSR
mulai hangat dibicarakan di Indonesia sejak tahun 2001 dimana banyak
perusahaan maupun instansi sudah mulai melirik CSR sebagai suatu konsep
pemberdayaan masyarakat. Sampai saat ini, perkembangan tentang konsep
dan implementasi CSR pun semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun
kualitas. Hal ini terbukti dari banyaknya perusahaan yang berlomba-lomba untuk
melakukan CSR. Pelaksanaanya pun semakin beranekaragam mulai dari bentuk
program yang dilaksanakan, maupun dari sisi dana yang digulirkan untuk program
tersebut. Menurut Achmad Ali, Sosiologi hukum menekankan kajian pada
law in action, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia,
yang berarti berada di dunia sein. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan
empiris yang bersifat deskriptif.11
Sosiologi hukum akan mulai dari masyarakat dan perilaku individu dalam
masyarakat terhadap hukum, isu yang dikembangkan biasanya adalah efektivitas
hukum terhadap perilaku tertentu, pengaruh aturan hukum terhadap suatu keadaan
10Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal.
11 Achmad Ali. 1998. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta : Yarsif
Watampone. hlm. 11.
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tertentu, implementasi atura aturan hukum terhadap sesuatu atau kepatuhan
individu terhadap aturan hukum.12
Ada 4 (empat) hal ketentuan tentang Tanggung Jawab Sosial Dan
Lingkungan, diatur dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Pasal 74
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, selanjuatnya disebut UU CSR13:
1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung
jawab sosial dan lingkungan.
2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya
dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bila dibaca dengan cermat ketentuan diatas tampak bahwa perusahaan
bukan hanya sekedar berkomitmen dalam melaksanakan tanggung jawab sosial
dan lingkungan, akan tetapi sudah menjadi kewajiban perseroan untuk
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
12 Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Prenada Media Group.
hlm. 30.
13 Sentosa Sembiring. 2007. Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas. Bandung:
Nuansa Aulia. hlm.192
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C. Bentuk-bentuk Corporate Social Responsibility (CSR)
Beberapa bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR) antara
lain:
1. Cause Promotions
Dalam Cause Promotions ini perusahaan berusaha untuk
meningkatkan kewaspadaan masyarakat mengenai suatu isu tertentu, dimana
isu ini tidak harus berhubungan atau berkaitan dengan lini bisnis perusahaan
dan kemudian perusahaan mengajak masyarakat untuk menyumbangkan
waktu, dana atau benda mereka untuk membantu mengatasi atau mencegah
permasalahan tersebut. Dalam cause promotions ini, perusahaan bisa
melaksanakan programnya secara sendiri ataupun bekerjasama
dengan lembaga lain, misalnya : non government organization.
Cause Promotions dapat dilakukan dalam bentuk meningkatkan
awareness dan concern masyarakat terhadap satu issue tertentu. Mengajak
masyarakat untuk mencari tahu secara lebih mendalam mengenai suatu issue
tertentu di masyarakat. Mengajak masyarakat untuk menyumbangkan uang,
waktu ataupun barang milik mereka untuk membantu mengatasi dan
mencegah suatu permasalahan tertentu. Mengajak orang untuk ikut
berpartisipasi dalam penyelenggaraan event tertentu, misalnya: mengikuti
gerak jalan, menandatangani petisi, dll.
2. Cause-Related Marketing
Dalam Cause Related Marketing, perusahaan akan mengajak
masyarakat untuk membeli atau menggunakan produk nya, baik itu barang
atau jasa, dimana sebagian dari keuntungan yang didapat perusahaan akan
didonasikan untuk membantu mengatasi atau mencegah masalah tertentu.
Cause Related Marketing dapat berupa:
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Setiap barang yang terjual, maka sekian persen akan didonasikan.
Setiap pembukaan rekening atau account baru, maka beberapa rupiah akan
didonasikan.
3. Corporate Social Marketing
Corporate Social Marketing ini dilakukan perusahaan dengan tujuan
untuk mengubah perilaku masyarakat (Behavioral Changes) dalam suatu isu
tertentu.
Biasanya Corporate Social Marketing, berfokus pada bidang-bidang
di bawah ini, yaitu :
1. Bidang kesehatan (Health Issues), misalnya: mengurangi kebiasaan
merokok, HIV/AIDS, kanker, eating disorders, dll.
2. Bidang keselamatan (Injury Prevention Issues), misalnya:
keselamatan berkendara, pengurangan peredaran senjata api, dll.
3. Bidang lingkungan hidup (Environmental Issues), misalnya:
konservasi air, polusi, pengurangan penggunaan pestisida.
4. Bidang masyarakat (Community Involvement Issues), misalnya:
memberikan suara dalam pemilu, menyumbangkan darah,
perlindungan hak-hak binatang, dll.
4. Corporate Philanthrophy
Corporate Philanthropy mungkin merupakan bentuk Corporate
Social Responsibility yang paling tua. Corporate philanthrophy ini dilakukan
oleh perusahaan dengan memberikan kontribusi/sumbangan secara langsung
dalam bentuk dana, jasa atau alat kepada pihak yang membutuhkan baik itu
lembaga, perorangan ataupun kelompok tertentu.
Corporate Philanthropy dapat dilakukan dengan menyumbangkan:
1. Menyumbangkan uang secara langsung, misalnya: memberikan
beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu,dll.
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2. Memberikan barang/produk, misalnya: memberikan bantuan
peralatan tulis untuk anak-anak yang belajar di sekolah-sekolah
terbuka, dll.
3. Memberikan jasa, misalnya: memberikan bantuan imunisasi
kepada anak-anak di daerah terpencil,dll.
4. Memberi ijin untuk menggunakan fasilitas atau jalur distribusi
yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya: sebuah hotel
menyediakan satu ruangan khusus untuk menjadi showroom bagi
produk-produk kerajinan tangan rakyat setempat, dll.
5. Corporate Volunteering
Community Volunteering adalah bentuk Corporate Social
Responsibility di mana perusahaan mendorong atau mengajak
karyawannya ikut terlibat dalam program Corporate Social Responsibility
yang sedang dijalankan dengan jalan mengkontribusikan waktu dan
tenaganya.
Beberapa bentuk Community Volunteering, yaitu :
a. Perusahaan mengorganisir karyawannya untuk ikut berpartisipasi
dalam program Corporate Social Responsibility yang sedang
dijalankan
oleh perusahaan, misalnya sebagai staff pengajar, dll.
b. Perusahaan memberikan dukungan dan informasi kepada
karyawannya untuk ikut serta dalam program-program Corporate
Social Responsibility yang sedang dijalankan oleh lembaga-
lembaga lain, dimana program-program Corporate Social
Responsibility tersebut disesuaikan dengan bakat dan minat
karyawan.
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c. Memberikan kesempatan (waktu) bagi karyawan untuk mengikuti
kegiatan Corporate Social Responsibility pada jam kerja,
dimana karyawan tersebut tetap mendapatkan gajinya.
d. Memberikan bantuan dana ke tempat-tempat dimana karyawan
terlibat dalam program Corporate Social Responsibility nya.
Banyaknya dana yang disumbangkan tergantung pada banyaknya
jam yang dihabiskan karyawan untuk mengikuti program
Corporate Social Responsibility di tempat tersebut. Dalam Socially
Responsible Business, perusahaan melakukan perubahan terhadap
salah satu atau keseluruhan sistem kerja nya agar dapat mengurangi
dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat.
Socially Responsible Business, dapat dilakukan dalam bentuk:14
a) Memperbaiki proses produksi, misalnya: melakukan penyaringan
terhadap limbah sebelum dibuang ke alam bebas, untuk
menghilangkan zat-zat yang berbahaya bagi lingkungan,
menggunakan pembungkus yang dapat didaur ulang (ramah
lingkungan).
b) Menghentikan produk-produk yang dianggap berbahaya tapi tidak
ilegal.
c) Hanya menggunakan distributor yang memenuhi persyaratan dalam
menjaga lingkungan hidup.
d) Membuat batasan umur dalam melakukan penjualan, misalnya
barang-barang tertentu tidak akan dijual kepada anak yang belum
berumur 18 tahun.
14Kotler, “Corporate Social Responsibility : Doing The Most Good for Your Caompany”,
(2005).
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D. Teknik Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR)
Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) tidak bisa lepas dari
konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainability Development). Konsep ini
memberikan dampak kepada perkembangan definisi CSR sebagai sebuah
komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk berperilaku secara etis
dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi.
CSR diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja
dan keluarganya, demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat secara luas.
Pengamat CSR Jalal mengatakan, dalam pengelolaan dana CSR bergantung
dari program atau kegiatan yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Ia pun membagi
tiga cara pengelolaan CSR, pertama, bila program kegiatan dikhususkan
untuk karyawan perusahaan maka sebaiknya pengelolaan langsung dilakukan
oleh perusahaan tersebut. Kedua, bila program atau kegiatan untuk lingkungan
sekitar perusahaan, biasanya pengelolaan dilakukan dengan cara kemitraan,
yakni perusahaan bekerja sama dengan kontraktor untuk lebih memudahkan
pelaksanaannya. Dan yang ketiga, bila program kegiatan CSR untuk masyarakat
dan jauh dari lingkungan perusahaan maka akan lebih baik bila dikelola
oleh pihak ketiga.
Dari ketiga teknik pengelolaan dana CSR tersebut, tentunya masing-
masing punya kekurangan dan kelebihan. Apabila dikelola perusahaan,
kelebihannya adanya kontrol penuh. Untuk kelemahannya, tidak semua hal bisa
dilakukan sendiri dan setiap perusahaan belum tentu memiliki keterampilan atau
kapasitas yang mungkin dibutuhkan. Kelebihan dari pengelolaan secara kemitraan
adalah adanya penambahan sumber daya manusia (SDM). Melalui kemitraan juga
bisa menghindari adanya tumpang tindih proyek. Kelemahannya, membutuhkan
waktu yang lama dalam perumusan program, terlebih lagi bila ada masalah
di antara keduanya. Adanya kemudahan yang dirasakan oleh perusahaan
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yang tinggal terima beres kelemahannya adalah apabila perusahaan salah memilih
organisasi yang mengelola maka sangat berpengaruh dengan jalannya program
kegiatan CSR.
Dalam hal pengawasan, perusahaan harus mempunyai basis perencanaan
yang baik serta mampu mendefinisikan program yang mantap dan ada indikator
yang jelas. Karena, bila perencanaannya berantakan dan tidak ada indikator
yang jelas maka pengawasan tidak bisa berjalan efektif. Banyak perseroan
yang berpikir untuk menyisihkan dana terlebih dahulu baru memikirkan program
CSR apa yang akan dibuat, padahal CSR adalah tanggung jawab sebuah
perusahaan yang dirumuskan dan melahirkan sebuah program. Setelah adanya
program, barulah membuat anggaran dari dana operasional perusahaan.
Masih cukup banyak perusahaan yang membuat program CSR berdasarkan
proposal yang masuk ke perusahaan, akibatnya, sering kali program CSR tidak
memiliki tujuan yang jelas, hal ini pun mempengaruhi pengelolaan program CSR
tersebut.
Banyak perusahaan yang justru memanfaatkan CSR untuk memperbaiki
hubungan perusahaan yang buruk dengan masyarakat, seperti perusakan
lingkungan atau lainnya. Perusahaan pun kemudian mengambil jalan tengah
dengan memberikan bantuan, padahal seharusnya perusahaan memikirkan solusi
dari dampak yang merugikan masyarakat.
CSR sesungguhnya tanggung jawab perusahaan atas dampak
yang ditimbulkan, baik  dampak positif maupun negatif. Bilamana dampaknya
negatif, perusahaan harus mengetahui seluruh potensinya dan apabila bisa,
hal itu tidak terjadi atau diminimalisasi. Sementara, kalau dampaknya positif
hendaknya dimaksimalkan, sehingga perusahan bisa memberikan hasil positif
bagi masyarakat. Selain itu, banyak yang menjalankan program CSR untuk tujuan
pencitraan, padahal yang menjadi tujuan utama dari CSR adalah pembangunan
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berkelanjutan. Salah satu perusahaan yang mengelola program dana CSR-nya
sendiri adalah PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
Sosiologi hukum sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri
merupakan ilmu sosial yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan
bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan
hidup, singkatnya sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala
hukum dari masyarakat tersebut. Pada hakikatnya masyarakat dapat ditelaah dari
dua sudut, yakni struktur sosial dan struktur dinamikanya. Segi struktural
masyarakat dinamakan pula struktur sosial, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-
lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial.15
E. Tujuan Corporate Social Responsibility (CSR)
Apabila perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan
lingkungannya ada beberapa manfaat dan keuntungan yang dapat dipetik.
Adapun argumentasinya adalah sebagai berikut:
Pertama, kepentingan jangka panjang. Bila perusahaan peka terhadap
kebutuhan masyarakat, dan  berupaya untuk memenuhinya dalam jangka panjang,
ia akan menghasilkan sebuah masyarakat yang lebih menguntungkan
bagi perusahaan. Sebuah masyarakat yang mempunyai fasilitas pendidikan yang
baik, akan menghasilkan lulusan-lulusan yang baik untuk direkrut
ke dalam perusahaan. Sebuah masyarakat yang makmur akan berdaya beli
lebih tinggi. Sebuah masyarakat yang aman akan membuat perusahaan beroperasi
lebih optimum.
Kedua, citra sosial (image). Berkaitan dengan keuntungan ekonomis
jangka panjang, maka dapat pula disebutkan keuntungan yang lain. Perusahaan
dengan tanggung jawab sosial yang tinggi juga akan mempunyai citra yang tinggi
di pandangan masyarakat. Tenaga-tenaga yang terbaik dengan bangga
15 Soerjono Soekanto. 1988. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. hlm.
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akan bekerja lebih bagi perusahaan yang bersangkutan. Dengan senang hati,
masyarakat akan bersedia menjadi langganan atau rekanan.
Ketiga, kelangsungan hidup. Sebuah perusahaan yang mempunyai citra
yang baik di mata masyarakat akan dihargai oleh masyarakat. Penghargaan ini
amat besar pengaruhnya bagi kelangsungan hidup perusahaan.
Sebab pada hakikatnya, sebuah perusahaan akan dapat berjalan apabila
ia memenuhi dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sekali masyarakat
memutuskan bahwa ia tidak membutuhkan perusahaan itu, maka perusahaan
itupun tak akan dapat hidup apalagi berkembang.
Ke empat, menghindari regulasi. Apabila perusahaan telah memenuhi
tanggung jawab sosialnya dengan baik, maka pemerintah tentu tidak akan perlu
memaksakan peraturan apa-apa mengenai ini. Itu berarti perusahaan akan dapat
mempertahankan kebebasan dan otonominya perusahaan. Sebaliknya semakin
tanggung jawab sosial hindari, semakin peraturan yang membatasi.
Ke lima, sumber-sumber khusus. Bisnis dianggap mempunyai
sumber-sumber khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain.
Misalnya, keterampilan manajemen, kemampuan inovatif, orientasi kepada
produktivitas dan tentu saja kemampuan dana.
Di dunia bisnis dapat memegang peranan yang menetukan. Bahkan dengan
semua sumber-sumber itu, apa yang dianggap sebagai masalah di dalam
masyarakat akan dapat dianggap sedemikian rupa, sehingga bukan saja
masalahnya tertanggulangi, tetapi juga akan mendatangkan
keuntungan-keuntungan bisnis tersendiri. Misalnya, masalah sampah atau
perbaikan daerah kumuh.
Ke enam, mencegah lebih baik daripada mengobati. Bila bisnis enggan
untuk memecahkan masalah-masalah sosial sekarang, maka masalah-masalah
sosial yang tak terpecahkan itu pada suatu ketika akan meledak dalam proporsi
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yang akan merugikan bisnis secara fatal. Misalnya, adalah masalah kesejahteraan
sosial dengan mudah akan berakumulasi dan menghasilkan ledakan sosial
yang merugikan semua pihak, termasuk atau khususnya dunia bisnis.16
Dalam buku, “Membedah Konsep dan Aplikasi CSR”,
Yusuf Wibisono (2007) menguraikan 10 keuntungan yang dapat diperoleh
oleh perusahaan jika melakukan program Corporate Social Responsibility,
yaitu:
1. Mempertahankan dan Mendongkrak Reputasi dan Image Perusahaan
Perbuatan destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan,
sebaliknya kontribusi positif pasti akan mendongkrak image
dan reputasi positif perusahaan. Image / citra yang positif ini penting
untuk menunjang keberhasilan perusahaan.
2. Layak Mendapatkan Sosial Licence to Operate
Masyarakat sekitar adalah komunitas utama perusahaan. Ketika
mereka mendapatkan keuntungan dari perusahaan, maka dengan
sendirinya mereka akan merasa memiliki perusahaan. Sehingga imbalan
yang diberika kepada perusahaan adalah keleluasaan untuk menjalankan
roda bisnisnya di kawasan tersebut.
3. Mereduksi Resiko Bisnis Perusahaan
Mengelola resiko ditengah kompleksnya permasalahan perusahaan
merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha.
Disharmoni dengan stakeholders akan menganggu kelancaran bisnis
perusahaan. Bila sudah terjadi permasalahan, maka biaya
untuk recovery/perbaikan akan jauh lebih berlipat bila dibandingkan
dengan anggaran untuk melakukan program Corporate Social
Responsibility.
16Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas Berdasaran Undang-undang Nomor 40
Tahun 2007 (Utan Kayu: Permata Aksara, 2012, h. 148.
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Oleh karena itu, pelaksanaan Corporate Social Responsibility
sebagai langkah preventif untuk mencegah memburuknya hubungan
dengan stakeholders perlu mendapat perhatian.
4. Melebarkan Akses Sumber Daya
Track records/rekam jejak yang baik dalam pengelolaan Corporate
Social Responsibility merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan
yang dapat membantu memuluskan jalan menuju sumber daya yang
diperlukan perusahaan.
5. Membentangkan Akses Menuju Market
Investasi yang ditanamkan untuk program Corporate Social
Responsibility ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang
yang lebih besar. Termasuk di dalamnya memupuk loyalitas konsumen
dan menembus pangsa pasar baru.
6. Mereduksi Biaya
Banyak contoh penghematan biaya yang dapat dilakukan
dengan melakukan Corporate Social Responsibility, misalnya: dengan
mendaur ulang limbah pabrik ke dalam proses produksi. Selain dapat
menghemat biaya produksi, juga membantu agar limbah buangan ini
menjadi lebih aman bagi lingkungan.
7. Memperbaiki Hubungan dengan Stakehoder
Implementasi Corporate Social Responsibility akan membantu
menambah frekuensi komunikasi dengan stakeholders, dimana
komunikasi ini akan semakin menambah trust stakeholders kepada
perusahaan.
8. Memperbaiki Hubungan dengan Regulator
Perusahaan yang melaksanakan Corporate Social Responsibility
umumnya akan meringankan beban pemerintah sebagai regulator yang
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sebenarnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan lingkungan dan
masyarakat.
9. Meningkatkan Semangat dan Produktivitas Karyawan
Image perusahaan yang baik di mata stakeholders dan kontribusi
positif yang diberikan perusahaan kepada masyarakat serta lingkungan
akan menimbulkan kebanggan tersendiri bagi karyawan yang bekerja
dalam perusahaan mereka sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka.
10. Peluang Mendapatkan Penghargaan
Banyaknya reward atau penghargaan yang diberikan kepada
pelaku Corporate Social Responsibility sekarang, akan menambah kans




Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan penelitian,
sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode,
sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan
suatu masalah.
Metode yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah
sebagai berikut:
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian empiris yang bersifat deskriptif,
karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan Corporate
Social Responsibility (CSR) sebagai tanggung jawab sosial perusahaan
berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang menekankan
pada aturan hukum atau yuridis, dipadukan dengan menelaah fakta-fakta
social yang terkait dengan masalah dalam penelitian yang bertujuan
menggambarkan aspek-aspek sosial yang berkaitan.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini, penulis memilih lokasi di PT. Pelabuhan Indonesia
IV (Persero) dan lingkungan masyarakat sekitar perusahaan.
B. Jenis Data dan Sumber Data
1. Sumber Data Primer
Data primer ini berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara
langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan
35
nantinya penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek
yang diteliti.
2. Sumber Data Sekunder
Data yang berupa dokumen, referensi, dari berbagai buku
atau informasi dari berbagai media massa yang berkaitan dengan objek
penelitian.
C. Teknik Pengumpulan Data
Pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada tiga
instrument ini : observasi, wawancara dan studi kepustakaan.
Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian deskriptif, maka dapat
dipakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a. Studi Lapangan
Penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan
memperoleh data yang valid dan lengkap dengan cara mengadakan
wawancara dengan staf Legal Departement PT. Pelabuhan Indonesia IV
(Persero) dan beberapa masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan.
b. Studi Kepustakaan
Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-
bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-
dokumen yang ada kaitannya dengan masalah diatas. Cara ini dimaksud
untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat
yang berhubungan dengan pokok permasalahan.
D. Teknik Analisa Data
Dalam penelitian ini mengunakan metode analisis kualitatif. Menurut
Soerjono Soekanto “Analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara
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penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan
oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata”.17
Data yang sudah diperoleh disusun dengan bentuk penyusunan data,
kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data dan seterusnya diambil
kesimpulan.
17Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 31.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk-bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang Dilakukan
oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)Terhadap Masyarakat Sekitar
PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) merupakan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang pengelolaan pelabuhan laut.
Pada tahun 1983 sejalan dengan kebijakan tatanan kepelabuhanan nasional
yaitu pemerintah menetapkan adanya 4 (empat) pintu gerbang perdagangan luar
negeri nasional, maka dilakukan merger 8 Badan Usaha PN. Pelabuhan menjadi 4
(empat) Badan Usaha yang berstatus Perusahaan Umum (Perum),
salah satu diantaranya adalah Perum Pelabuhan IV.
Perum Pelabuhan IV merupakan hasil merger PN. Pelabuhan V (sebagian),
VI, VII, dan VIII, ditambah dengan 6 (enam) pelabuhan yang tidak diusahakan
di Propinsi Irian Jaya, yang pendiriannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 17 Tahun 1983 yo PP. Nomor 7 Tahun 1985. Selanjutnya pada tahun
1992, berdasarkan PP. Nomor 59 tahun 1991 status Badan Usaha Perum dialihkan
menjadi Persero yaitu menjadi PT. Pelabuhan Indonesia IV yang dikuatkan
dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang pengesahannya melalui Akta Notaris
Imas Fatimah, SH Nomor 7 tanggal 1 Desember 1992.
Pendirian PT. Pelabuhan Indonesia IV tidak terlepas dengan sejarah
mengenai kebijakan sistem pengelolaan pelabuhan laut di Indonesia.
Sebelum tahun 1983 pengelolaan pelabuhan laut yang diusahakan dilaksanakan
oleh 8 (delapan) Badan Usaha berbentuk Perusahaan Negara yaitu PN. Pelabuhan
I-VIII.
Pada tahun 1983 sejalan dengan kebijakan tatanan kepelabuhanan nasional
yaitu pemerintah menetapkan adanya 4 (empat) pintu gerbang perdagangan luar
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negeri nasional, maka dilakukan merger 8 Badan Usaha PN. Pelabuhan menjadi 4
(empat) Badan Usaha yang berstatus Perusahaan Umum (Perum), salah satu
diantaranya adalah Perum Pelabuhan IV.
Perum Pelabuhan IV merupakan hasil merger PN. Pelabuhan V (sebagian),
VI, VII, dan VIII, ditambah dengan 6 (enam) pelabuhan yang tidak diusahakan di
Propinsi Irian Jaya, yang pendiriannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 17 Tahun 1983 yo PP. Nomor7 Tahun 1985. Selanjutnya pada tahun 1992,
berdasarkan PP. Nomor 59 tahun 1991 status Badan Usaha Perum dialihkan
menjadi Persero yaitu menjadi PT. Pelabuhan Indonesia IV yang dikuatkan
dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang pengesahannya melalui Akta Notaris
Imas Fatimah, SH Nomor 7 tanggal 1 Desember 1992.
Dalam menjalankan perusahaan, PT. Pelabuhan Indonesia IV mempunyai
kewajiban melaksanakan Corporate Social Responsibilty (CSR) yang disebut
dengan istilah Program Bina Lingkungan (PBL) karena merupakan BUMN
Indonesia. Pendapatan PT. Pelabuhan Indonesia IV pada tahun 2015 sebanyak Rp.
2,3 Trilyun dan telah menyiapkan dana sekitar Rp. 10,25 Milyar untuk
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.18 Program Bina
Lingkungan (PBL) PT. Pelindo IV dimulai sejak tahun 1992 dan dikelola
langsung oleh Unit Program Kerja Bina Lingkungan (PKBL) Kantor Pusat.
Perkembangan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat
yang berada di sekitarnya. Perusahaan memiliki sebuah tanggung jawab terhadap
masyarakat disekitarnya. Tanggung jawab yang dimaksud yaitu tanggung jawab
sosial mengenai kesejahteraan yang bertujuan untuk pengembangan masyarakat
sekitar perusahaan. Berikut bentuk-bentuk Program Bina Lingkungan
yang dilaksanakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero):
18Marwah, Pelindo IV akan Salurkan Dana Csr Rp10,25 Miliar Tahun Ini
http://inaport4.co.id/?p=11309 diakses pada tanggal 28 Juni 2016 pukul 13:35 WITA
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1. Bantuan Korban Bencana Alam
Merupakan bantuan yang diberikan kepada korban akibat bencana alam
baik dalam skala nasional maupun regional. Bantuan ini diberikan dalam
bentuk tunai.
Bentuk bantuan korban bencana alam meliputi:
a. Penyediaan bahan pokok:
1) Beras atau mie instan;
2) Makanan dan susu bayi;
3) Bahan makanan lain yang tahan lama, seperti bahan makanan
dalam kemasan;
4) Pakaian, selimut, kelambu bayi, pembalut wanita;
5) Bahan Pokok lainnya yang dipandang perlu.
b. Peralatan masak memasak:
Semua peralatan memasak dengan kapasitas banyak atau untuk dapur
umum.
c. Penyediaan air bersih dan MCK
1) Pemberian air bersih;
2) Pompa air tangan;
3) Bak penampung;
4) Ember, bak, gayung;
5) Perlengkapan mandi dan cuci;
6) Pembangunan sarana MCK;
d. Obat-obatan dan/atau tenaga medis:
1) Obat,diare, ISPA, malaria, vitamin dan antibiotic;
2) Bahan pembalut, antiseptic dan sterilisasi;
3) Bahan insektisida dan pestisida;
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4) Peralatan penanganan rudapaksa;
5) Bahan-bahan obat-obatan lainnya;
e. Tempat penampuan sementara:
1) Tenda penampungan;
2) Tempat tinggal sementara;
3) Alas tidur dan kelengkapannya;
f. Peralatan resque :
1) Tandu dan alat angkut;
2) Perahu karet;
3) Masker, pelampung;
g. Rehabilitasi sarana kesehatan, pendidikan dan pemukiman, sarana air
bersih:
1) Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan,
pemukiman dan sarana air bersih;
2) Pemenuhan sarana penunjang kesehatan, pendidikan
dan pemukiman;
3) Peralatan pembangunan sarana dan prasarana, kesehatan,
pendidikan dan pemukiman.
i. Biaya lainnya :
1) Biaya transportasi, akomodasi dan cost of living sukarelawan,
tenaga medis dan paramedis yang diberangkatkan atas nama CSR
Perusahaan. Besarnya biaya tersebut setinggi-tingginya mengacu
pada ketentuan yang berlaku di perusahaan;
2) Biaya peralatan yang digunakan langsung oleh sukarelawan
dalam membantu korban bencana alam.
41
j. Prosedur Bantuan untuk korban bencana alam harus
mempertimbangkan:
1) Bantuan Program BUMN Peduli;
2) Hasil survei atau informasi dari Basarnas atau satkorlak
penanggulangan bencana. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi
kelebihan jenis atau bentuk bantuan tertentu, sedangkan
di lain pihak kekurangan jenis atau bentuk bantuan lainnya.
2. Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan
Bantuan yang diberikan kepada individu atau  kelompok yang tidak
memiliki kesempatan memperoleh peningkatan kemampuan diri
untuk mandiri karena keterbatasan fisik, pendidikan,
ekonomi dan keterampilan, diberikan dalam bentuk tunai atau:
- Peralatan sekolah;
- Buku, tas, alat tulis;
- Pakaian seragam, sepatu;
- Komputer, printer, mesin ketik;
- Peralatan dan perlengkapan sekolah lainnya yang dianggap perlu.
a. Bantuan  sarana pendidikan;
1) Sarana Pendidikan untuk PAUD, Taman Kanak-kanak;
2) Perbaikan gedung sekolah, pagar;
3) Pembangunan ruang kelas sekolah;
4) Bantuan bangku dan meja belajar;
5) Mushola sekolah;
6) Bantuan sarana olahraga.
b. Buku-buku perpustakaan, peralatan keterampilan, peralatan laboratorium,
peralatan peraga;
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c. Beasiswa melalui institusi pendidikan, yang diberikan
dalam bentuk cost of living;
d. Pelatihan dan/atau pemagangan bagi anak putus sekolah, pengangguran;
e. Pelatihan keterampilan bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik;
f. Penyuluhan/pelatihan yang berdasarkan untuk meningkatkan pengetahuan
masyarakat.
3. Bantuan Peningkatan Kesehatan
Bantuan peningkatan kesehatan, yaitu bantuan yang diberikan untuk
perbaikan dan/atau meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, berupa:
a. Perbaikan sarana kesehatan;
b. Pelayanan, penyuluhan, pengobatan kesehatan gartis, biaya operasi untuk
kesehatan;
c. Khitanan massal;
d. Operasi bibir sumbing, katarak;
e. Kegiatan posyandu;
f. Pemeriksaan gigi gratis;
g. Pembangunan sanitasi, jamban rumah tangga, rumah sehat;
h. Pemberian kacamata gratis, kursi roda.
4. Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum
Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum,
yaitu bantuan yang diberikan untuk meningkatkan fasilitas kesejahteraan
lingkungan masyarakat, dalam bentuk tunai atau berupa:
a. Pembuatan MCK Umum;
b. Pembuatan Sarana Air Bersih;
c. Perbaikan selokan, saluran air pemukiman;
d. Perbaikan gang/jalan kampong, lampu penerangan jalan, gapura,
pavingisasi, lapangan olahraga;
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e. Perbaikan panti wreda dan panti asuhan;
f. Pembuatan keranda jenazah, mobil jenazah gratis;
g. Pembuatan tenda untuk kegiatan sosial;
h. Balai RT/RW, taman, pos keamanan dan makam umum.
Tidak dibenarkan bantuan Bina Lingkungan diberikan
untuk kegiatan/prasarana yang operasionalnya bertujuan komersial.
5. Bantuan Sarana Ibadah
Bantuan sarana ibadah, yaitu bantuan untuk pembangunan
dan perbaikan sarana ibadah berupa:
a. Pembangunan dan perbaikan/rehabilitasi rumah ibadah;
b. Pengadaan perlengkapan ibadah.
6. Bantuan Pelestarian Alam
Bantuan pelestarian alam, bantuan yang diberikan
untuk mempertahankan atau merehabilitasi kondisi alam, berupa:
a. Penghijauan;
b. Rehabilitasi lahan kritis disepanjang pantai;
c. Normalisasi saluran air ke laut;
d. Kebersihan lingkungan;
e. Pelestarian lingkungan pantai (mangrove);
f. Pelestarian cagar budaya;
g. Pembuatan plengsengan/talud untuk mencegah abrasi/rob;




7. Bantuan Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan
Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan
merupakan bantuan yang diberikan untuk pemberdayaan masyarakat
miskin/prasejahtera dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan
keekonomiannya, berupa:
a. Bantuan untuk kawasan desa tertinggal;
b. Rehabilitasi kawasan kumuh di pesisir pantai;
c. Pembangunan sarana/prasarana umum dalam upaya peningkatan kegiatan
ekonomi masyarakat desa tertinggal/miskin/prasejahtera;
d. Pemberian pendidikan/pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan taraf
hidup layak bagi masyarakat miskin/prasejahtera;
e. Pemberian peralatan guna menunjang kegiatan ekonomi yang dapat
merubah dan meningkatkan kondisi sosial pada masyarakat
miskin/prasejahtera;
f. Pemberian bantuan sembako pada masyarakat nelayan
yang tidak dapat melaut karena kondisi alam/cuaca (masa paceklik);
g. Pemberian bantuan biaya pendidikan anak-anak yang putus sekolah pada
masyarakat miskin/prasejahtera;
h. Bantuan bedah rumah bagi keluarga miskin/prasejahtera.
B. Teknik Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)
yang Dilaksanakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Secara umum, PT. Pelabuhan Indonesia IV melaksanakan Corporate
Social Responsibility (CSR) terhadap masyarakat sekitar sudah cukup baik,
antara lain bergerak pada sektor kesehatan, bantuan pembangunan prasarana
tempat ibadah dan sarana pendidikan serta pemberian beasiswa kepada siswa yang
tidak mampu, termasuk karyawan yang berprestasi. Sebagai wujud kepedulian
perusahaan terhadap masyarakat di lingkungan perusahaan dan pemberdayaan
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terhadap usaha kecil, perusahaan secara konsisten menjalankan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam bentuk pemberian bantuan kepada Usaha
Kecil dan Koperasi (UKM) dan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan
perusahaan.
Pemberian bantuan modal usaha kepada Usaha Kecil dan Koperasi diikuti
dengan penelitian dan evaluasi terhadap kelayakan usaha sehingga diharapkan
bantuan yang diberikan sesuai dengan sasaran. Selain itu kepedulian terhadap
masyarakat sekitar diberikan dalam bentuk hibah terhadap bencana alam,
pendidikan, kesehatan, pengembangan sarana umum dan sarana ibadahh.
Sehingga dalam ini perusahaan harus memberikan simbiosis mutualisme.
Dalam menyalurkan dana Program Bina Lingkungan, berikut teknik
pelaksanaannya:
- Pelabuhan Cabang
1. Pemohon menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan Bina
Lingkungan kepada Pelabuhan Cabang;
2. Pelabuhan Cabang melakukan;
a. Input data Proposal Pemohon;
b. Seleksi administrasi;
c. Survei ke lokasi obyek Pemohon Bantuan;
d. Evaluasi kelayakan dan besaran bantuan;
e. Membuat daftar calon penerima bantuan berdasarkan hasil evaluasi
kelayakan dan besaran bantuan untuk diminatakan rekomendasi
persetujuan General Manager;
f. Menyampaikan surat dan daftar calon penerima bantuan yang mendapat
rekomendasi General Manager ke kantor pusat, beserta data pendukung.
3. Unit PKBL Kantor Pusat melakukan evaluasi dan verifikasi usulan daftar
calon penerima bantuan dari pelabuhan cabang dan membuat daftar
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rekomendasi calon penerima bantuan hasil verifikasi untuk dimintakan
persetujuan kepada Direktur Pembina;
4. Direktur Pembina memberikan persetujuan, atas daftar rekomendasi dan
Unit PKBL Kantor Pusat;
5. Unit PKBL kantor pusat menyampaikan hasil persetujuan Direktur Pembina
ke pelabuhan cabang guna realisasi penyaluran, sekaligus menyiapkan
kelengkapan Berita Acara Penyerahan Bantuan Program Bina Lingkungan;
6. Pelabuhan cabang bersama Tim PKBL Kantor Pusat melakukan acara
penyerahan bantuan yang dikoordinir oleh pelabuhan cabang;
7. Unit PKBL Kantor Pusat melakukan transfer dana Bina Lingkungan
ke rekening bank penerima bantuan (a.n lembaga/panitia/yayasan, bukan
perorangan), setelah berita acara penyerahan bantuan program bina
lingkungan ditanda tangani dan dokumen pendukung lainnya telah lengkap.
- Kantor Pusat
1. Pemohon menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan Bina
Lingkungan kepada Unit PKBL Kantor Pusat;
2. Unit PKBL Kantor Pusat melakukan:
a. Input data proposal pemohon;
b. Seleksi administrasi pada;
c. Survei ke lokasi obyek pemohon bantuan;
d. Evaluasi kelayakan dan besaran bantuan;
3. Membuat daftar calon penerima bantuan berdasarkan hasil evaluasi
kelayakan dan besaran bantuan untuk dimintakan rekomendasi persetujuan
Direktur Pembina;
4. Direktur Pembina memberikan persetujuan, atas daftar rekomendasi
dari Unit PKBL Kantor Pusat;
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5. Unit PKBL Kantor Pusat melakukan acara penyerahan bantuan
yang dikoordinir oleh Pelabuhan Cabang;
6. Unit PKBL Kantor Pusat melakukan transfer dana Bina Lingkungan
ke rekening bank Penerima Bantuan (a.n lembaga/panitia/yayasan,
bukan perorangan), setelah Berita Acara Penyerahan Bantuan Program
Bina Lingkungan ditanda tangani dan dokumen pendukung lainnya
telah lengkap.
Berikut data pelaksanaan CSR PT. Pelindo IV dari tahun 2013 hingga
2015 :
Tabel 1
Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2013
PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Bentuk Bantuan Alokasi Dana
1. Bantuan Korban Bencana Alam Rp. 117.528.000,-
2. Bantuan Pendidikan Rp. 720.000.000,-
3. Bantuan Peningkatan Kesehatan Rp. 37.400.000,-
4. Bantuan Sarana & Prasarana Umum Rp. 316.000.000,-
5. Bantuan Sarana Ibadah Rp. 845.000.000,-
6. Bantuan Pelestarian Alam Rp. 2.750.000,-
7. Bantuan Sosial Pengentasan Kemiskinan Rp. 288.080.000,-
Total Rp. 2.326.758.000,-
Realisasi pada table 1.1 terlihat bahwa dana CSR oleh PT. Pelindo IV
beragam, penggunaan dana sebesar Rp. 2.326.758.000 atau 29,24% dari anggaran
tahun 2013. Hal ini disebabkan antara lain adanya penyaluran dalam bentuk
sarana dan prasarana umum berupa bantuan Truk Sampah di Manokwari
dan Bitung, pemberian bantuan bencana yaitu bencana banjir di Kota Ambon
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dan Kota Manado, pemberian bantuan beasiswa bagi siswa Papua, pemberian
bantuan kesehatan yaitu kegiatan sunnatan massal di Makassar,
pemberian bantuan sarana ibadah berupa pembangunan masjid, gereja dan sarana
ibadah lainnya, pemberian bantuan guna pelestarian alam dengan ikut
dalam kegiatan penanaman pohon di Provinsi Sulawesi Selatan dan kegiatan
bantuan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan berupa bantuan sembako
gratis tahun 2013.
PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) melakukan beberapa kegiatan PBL
di sekitar kantor pusat, pada bantuan peningkatan kesehatan misalnya,
melaksanakan sunatan massal di Port Health Center (PHC) Makassar pada tanggal
27 Desember 2013. Kegiatan ini merupakan program CSR perusahaan
dengan menyelenggarakan program sosial dengan dana Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan. Program sunnatan massal ini difokuskan untuk anak
kurang mampu dan panti asuhan, serta beberapa anak yang berasal dari
lingkungan sekitar Kantor Pusat Pelindo IV di Makassar. Sekitar lima puluhan
anak mengikuti program yang digelar bertepatan dengan libur sekolah.
Rata-rata usia dari mereka berusia 8 tahun (kelas 2 SD) dan tertua sekitar 15 tahun
(kelas 3 SMP). Rupanya mereka terlambat disunat karena terkendala oleh biaya.
Berdasarkan wawancara dengan pihak kantor Kecamatan Ujung Tanah,
anak-anak yang disunat diberikan sepasang baju koko, sarung, uang saku
dan makan siang. Selain itu, pengobatan untuk mereka pun sepenuhnya
ditanggung oleh perusahaan. Tim Medis yang membantu terlaksananya program
PBL berasal dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta Rumah Sakit Umum
Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan PT. Pelabuhan Indonesia IV.
Pada lingkungan sekitar PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero), tercatat cukup
banyak anak remaja yang belum dikhitan/sunat, sehingga kegiatan PBL
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ini sangat tepat untuk dilaksanakan oleh perusahaan. Pada bantuan sektor
kesehatan yang dianggarkan sekitar Rp. 37 jutaan,
Menurut Saya hal ini sangat kecil dana yang digelontorkan, karena
berdasarkan data Dinas Kesehatan penyakit yang paling tinggi penderitanya di
Kota Makassar Tahun 2013 adalah Tubercolusis Paru atau umumnya dikenal
masyarakat dengan penyakit TBC/Infeksi Saluran Pernapasan yang telah
mencapai 134.579 penderita. Terkait masalah kesehatan ini, PT. Pelabuhan
Indonesia IV perlu peka terhadap kasus kesehatan yang sedang tinggi di Kota
Makassar, terlebih lagi mengenai alokasi dana untuk bantuan kesehatan yang
sangat perlu peningkatan.
Pada bantuan sarana ibadah, PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
menyalurkan bantuannya untuk pembangunan masjid yang berada di 3 lokasi
Kecamatan Ujung Tanah yaitu Kelurahan Tabaringan, Kelurahan Barrang Caddi
dan Kelurahan Barrang Lompo. Berdasarkan penuturan narasumber
dari Kecamatan Ujung Tanah, kondisi ketiga masjid di ketiga kelurahan tersebut
sudah cukup parah, seperti atap yang rusak, dinding yang mulai rapuh
dan pembaruan lantai/ubin yang telah retak dan terlepas. Masyarakat yang berada
di ketiga kelurahan sangat antusias dengan bantuan perbaikan sarana ibadah ini
dikarenakan mereka sudah cukup lama menunggu renovasi masjid
di sekitar lingkungan mereka, sehingga masyarakat gotong royong membantu
perbaikan masjid di sekitar lingkungan mereka tersebut.
Untuk bantuan pengentasan kemiskinan, PT. Pelabuhan Indonesia IV
(Persero) mengadakan bagi-bagi sembako untuk warga di sekitar
Kelurahan Ujung Tanah dan menggelar pasar murah jelang lebaran bagi warga
Kelurahan Pattingaloang. Pada bantuan pengetasan kemiskinan, PT. Pelabuhan
Indonesia IV mengalokasikan dana sebesar Rp. 288.080.000, menurut saya cukup
baik karena pada tahun 2013 jumlah rumah tangga miskin menurun menjadi
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43.696 jiwa dari 46.355 jiwa pada tahun 2012. Namun, pengadaan bagi-bagi
sembako dan pasar murah tidak hanya di Kelurahan Pattingaloang saja namun di
kecamatan lain di Kota Makassar masih cukup banyak warga yang membutuhkan.
Untuk program kemitraan tahun 2013, melalui wawancara kepada salah
satu penerima bantuan  program kemitraan PT. Pelabuhan Indonesia IV yaitu Lino
Laundry yang terletak di Jl. Sudiang mengatakan mengajukan proposal bantuan
ke PT. Pelabuhan Indonesia IV karena melihat peluang bisnis laundry pada waktu
itu cukup baik prospeknya, bantuan yang diterima sebesar Rp. 15.000.000
yang diserahkan langsung di kantor pusat. Program kemitraan ini dalam pantauan
PT. Pelabuhan Indonesia IV, melalui seleksi yang ketat oleh internal perusahaan.
Memang pada lokasi Lino Laundry ini sekarang sudah cukup banyak saingannya,
namun pada tahun 2013 sang pemilik mengaku bahwa belum ada yang
menjalankan usaha ini, mungkin ini salah satu poin seleksi yang dilakukan
oleh perusahaan dengan survei langsung ke lokasi permohonan proposal.
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Tabel 2
Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2014
PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Bentuk Bantuan Alokasi Dana
1. Bantuan Korban Bencana Alam Rp. 146.269.000,-
2. Bantuan Pendidikan Rp. 670.000.000,-
3. Bantuan Peningkatan Kesehatan Rp. 156.200.000,-
4. Bantuan Sarana & Prasarana Umum Rp. 681.840.000,-
5. Bantuan Sarana Ibadah Rp. 725.000.000,-
6. Bantuan Pelestarian Alam Rp. 281.012.000,-
7. Bantuan Sosial Pengentasan Kemiskinan Rp. 307.261.000,-
Total Rp. 2.967.583.000,-
Realisasi pada table 1.2 terlihat bahwa dana CSR oleh PT. Pelabuhan
Indonesia IV beragam, penggunaan dana sebesar Rp. 2.967.583.000 atau 58,31%
dari anggaran tahun 2014, nampak ada kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya.
Hal ini disebabkan antara lain adanya penyaluran dalam bentuk pemberian
bantuan bencana alam berupa bantuan bencana banjir di Manado, Gunung Kelud,
Gunung Sinabung, pemberian bantuan sarana dan prasarana umum berupa truk
sampah, motor sampah dan MCK, pemberian bantuan beasiswa bagi siswa Papua,
TPA dan PAUD, pemberian bantuan kesehatan berupa alat Centrifuce bagi Palang
Merah Indonesia (PMI), pemberian bantuan sarana ibadah berupa pembangunan
masjid, gereja dan sarana ibadah lainnya, pemberian bantuan guna pelestarian
alam dengan pemberian bibit pohon dan renovasi Taman Kota di Pantai Losari
Makassar, dan kegiatan bantuan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan
berupa bantuan pasar murah, bantuan sembako gratis bagi kurang mampu.
52
Pada tahun 2014, beberapa kegiatan PBL yang dilaksanakan
oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) di Kota Makassar. Pada bantuan
pendidikan untuk wilayah Kota Makassar, PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
mengalokasikan dana untuk renovasi bangunan sekolah SMA Negeri 17
Makassar, hal ini cukup tepat melihat sekolah ini merupakan salah satu sekolah
yang diminati banyak pelajar untuk melanjutkan pendidikan menengah ke atas.
Untuk bantuan sarana kesehatan, PT.  Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
telah menyerahkan 2 unit alat Centrifuge pada 17 Juni 201419. Hal ini menurut
saya sangat tepat karena untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Palang Merah
Indonesia (PMI) wilayah Makassar, memang PMI Makassar selalu kekurangan
stok darah diakibatkan keterbatasan alat, baik alat yang telah usang maupun rusak.
Ini tentu akan sangat meembantu PMI untuk mengadakan kegiatan donor darah di
banyak tempat.
Untuk bantuan sarana dan prasarana, PT. Pelabuhan Indonesia IV
(Persero) menyerahkan bantuan berupa 1 unit mobil sampah kepada Pemerintah
Kota Makassar. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Umum
Pelindo IV kepada Walikota Makassar pada senin 6 Oktober 201420.
Hal ini dibenarkan oleh Humas Balaikota Makassar saat wawancara,
dikatakan penyerahan tersebut dilakukan di halaman kantor Balaikota Makassar
sesaat setelah upacara bendera selesai dilaksanakan. Hal ini sejalan
dengan program Kota Makassar menuju Kota Dunia, dengan tagline
Kota Makassar yaitu Makassar Tidak Rantasa/Kotor, ini sangat membantu
program kerja Kota Makassar ke depannya. Keterbatasan armada pengangkut
19Marwah, PT Pelindo Menyerahkan Bantuan Alat Ke Pmi Makassar (2014)
http://inaport4.co.id/?p=7857 diakses pada tanggal 28 Juni 2016 pukul 23:15 WITA.
20Khaeruddin B, Pelindo Sumbang Truk Sampah ke Pemkot Sebagai Program Makassar
Tidak Kotor
http://www.rri.co.id/post/berita/109044/daerah/pelindo_sumbang_truk_sampah_ke_pemkot_sebag
ai_program_makassar_tidak_kotor.html diakses pada tanggal 28 Juni 2016 pukul  23:30 WITA.
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sampah menjadi salah satu kendala yang dihadapi Pemerinta Kota Makassar,
untuk itu Walikota Makassar berharap agar pihak swasta untuk ikut turut serta
memberikan dukungan baik berupa program kebersihan ataupun alat kebersihan.
Pada bantuan pelestarian alam, PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
menyerahkan ratusan bibit berupa pohon dan tanaman kepada
Pemerintah Kota Makassar guna renovasi taman kota di Pantai Losari Makassar.
Memang di lokasi tersebut, Pemerintah Kota Makassar telah membangun
taman-taman untuk mendukung fasilitas umum berupa anjungan pantai.
Hal ini sejalan dengan program pelestarian alam PT. Pelabuhan Indonesia IV
(Persero), mengingat lokasi Pantai Losari Makassar tidak jauh dari kantor pusat
dan operasional perusahaan.
Untuk program kemitraan tahun 2014, salah satu penerima bantuan yakni
usaha Batagor Siomay Bandung Kang Dadan yang beralamat di Jl. Perintis
Kemerdekaan Km.11, melalui wawancara mengatakan bahwa menerima bantuan
program kemitraan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV sebesar Rp. 10.000.000.
Dadan selaku owner/pemilik yang masih muda ini mengatakan cukup banyak
proposal pengajuan bantuan dana yang dia masukkan ke beberapa perusahaan,
namun baru kali ini ada yang mengabulkan proposalnya. Dadan mengaku sangat
terbantu, karena sebagai anak muda dia ingin mandiri namun terbatas oleh dana.
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Tabel 3
Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2015
PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Bentuk Bantuan Alokasi Dana
1. Bantuan Korban Bencana Alam Rp. 102.800.000,-
2. Bantuan Pendidikan Rp. 1.275.133.000,-
3. Bantuan Peningkatan Kesehatan Rp. 760.429.000,-
4. Bantuan Sarana & Prasarana Umum Rp. 849.093.000,-
5. Bantuan Sarana Ibadah Rp. 160.000.000,-
6. Bantuan Pelestarian Alam Rp. 1.056.074.000,-
7. Bantuan Sosial Pengentasan Kemiskinan Rp. 889.890.000,-
Total Rp. 5.093.419.000,-
Realisasi pada table 1.3 terlihat bahwa dana CSR oleh PT. Pelindo IV
beragam, penggunaan dana sebesar Rp. 5.093.419.000 atau 173,40%
dari anggaran tahun 2015, nampak ada kenaikan anggaran yang signifikan
dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain adanya penyaluran
dalam bentuk pemberian bantuan bencana alam berupa bantuan bencana Erupsi
Gunung Gamalama dan bencana kebakaran, pemberian bantuan sarana
dan prasarana umum berupa truk sampah, motor sampah dan perbaikan tempat
wisata di Bitung dan Jayapura, pemberian bantuan beasiswa bagi siswa Papua,
renovasi sekolah, pengadaan sarana komputer, pelatihan Motivation and
Development CSR bagi guru-guru di Papua, pemberian bantuan kesehatan
berupa operasi katarak, khitanan massal, pemberian mobil ambulans untuk RSUP
Wahidin Sudirohusodo dan alat Haemoscale dan Platelet bagi Palang Merah
55
Indonesia (PMI), pemberian bantuan sarana ibadah berupa pembangunan masjid,
gereja dan sarana ibadah lainnya, pemberian bantuan guna pelestarian alam
dengan pemberian bibit pohon dan renovasi Taman Kota di Pantai Losari
Makassar dan kegiatan bantuan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan
berupa bantuan pasar murah, bantuan sembako gratis bagi kurang mampu
dan pembuatan kandang sapi. Nampak disini ada kenaikan anggaran yang cukup
drastis dari tahun 2014, yakni bantuan pada sektor pendidikan,
kesehatan dan pelestarian alam. Ini dikarenakan sesuai dengan instruksi
Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo agar lebih memperhatikan
dan memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia yang cukup jauh
dari harapan, begitu pula dengan pelestarian alam.
Beberapa kegiatan PBL dilaksanakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV
(Persero) di Kota Makassar, misalnya pada sektor pendidikan teralokasikan dana
sebanyak Rp. 1 Milyar lebih, naik 50% lebih dari anggaran tahun sebelumnya
sebesar Rp. 600 Milyar. Bantuan-bantuan tersebut berupa pembangunan
laboratorium pada 17 Sekolah Menengah Kejuruan di seluruh
Kawasan Indonesia Timur. Hal ini sangat tepat, mengingat banyak sekolah
menengah kejuruan di timur Indonesia yang fasilitasnya sangat minim dan masih
tertinggal.
Pada sektor peningkatan kesehatan diadakan operasi katarak yang
pada 12 Januari 2015 di Klinik Axis Makassar21. Kegiatan ini dihadiri
oleh 20 penderita mata katarak dari warga kurang mampu di wilayah
Kecamatan Ujung Tanah. Hal ini tepat karena masih banyak warga
di Kota Makassar yang memiliki keterbatasan baik dari segi pengetahuan tentang
penyakit katarak maupun kendala biaya. Selain itu, PT. Pelabuhan Indonesia IV
21Muh. Hasim Arfah, Pelindo IV Gelar Operasi Katarak untuk Warga Kurang Mampu
http://makassar.tribunnews.com/2015/01/12/pelindo-iv-gelar-operasi-katarak-untuk-warga-
kurang-mampu diakses pada tanggal 29 Juni 2016 pukul 00:15 WITA.
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(Persero) juga melaksanakan khitanan massal pada 29 April 2015 di lantai Kantor
Pusat Pelindo IV22. Sekitar 112 anak dari masyarakat buruh sekitar pelabuhan
dan  buruh di Kawasan Industri Makassar (Kima) ikut dalam acara sosial tersebut.
PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) juga menyerahkan 1 unit ambulans
kepada Rumah Sakit Umum Wahidin Sudirohusodo, kegiatan ini dilakukan guna
pelayanan kesehatan yang maksimal di rumah sakit tersebut23. Kegiatan ini sangat
tepat dan efektif, mengingat RSU Wahidin Sudirohusodo ini merupakan rumah
sakit rujukan bagi masyarakat yang menderita penyakit di wilayah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Bantuan kesehatan lainnya juga diberikan
kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Makassar, bantuan berupa 1 unit
Platelet Incubator dan 4 unit Haemoscale yang diperuntukkan kebutuhan instalasi
unit donor darah Palang Merah Indonesia (PMI).
Pada bantuan pelestarian alam, PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
kembali mengalokasi dana PBL dengan memberikan bantuan bibit pohon
dan renovasi taman kota di Pantai Losari Makassar. Selain itu, bantuan juga
diberikan pada sektor bantuan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan
berupa diadakannya kegiatan pasar murah di Pelabuhan Paotere pada 3 Juli 2015.
Pada kegiatan PBL ini, PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menyiapkan 1.000
paket sembako yang diperuntukkan bagi masyarakat, melihat di sekitar
Pelabuhan Paotere masih banyak warga prasejahtera. Satu paket sembako berisi 2
kg beras, 2kg gula pasir, 1 kg tepung terigu, 2 liter minyak goreng,
1 kaleng biskuit, susu cair dan 3 sachet mentega. Untuk satu paket sembako,
22Ardy Muchlis, Khitanan Massal Pelindo
http://makassar.tribunnews.com/2015/04/29/foto-khitanan-massal-pelindo-iv dikases pada tanggal
29 Juni 2016 pukul 00:20 WITA.
23Sugiyarto, Pelindo IV Sumbang Ambulance ke RSUP DR Wahidin Sudirohusodo
Makassar http://www.tribunnews.com/regional/2015/08/17/pelindo-iv-sumbang-ambulance-ke-
rsup-dr-wahidin-sudirohusodo-makassar diakses pada tanggal 29 Juni 2016 pukul 00:26 WITA.
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harganya hanya Rp50.000.24 Saat melakukan survei langsung ke para nelayan
yang berada di Pelabuhan Paotere Makassar, khusus untuk pelestarian alam,
mereka mengharapkan PT. Pelabuhan Indonesia IV memberikan bantuan berupa
pelestarian hutan mangrove di pantai Kota Makassar, karena menurut mereka
jumlah ikan yang mereka dapatkan jauh berkurang diakibatkan ekosistem laut
yang terganggu, oleh karena itu penanaman bibit pohon menjadi hutan mangrove
tentu akan memperbaiki ekosistem laut jadi lebih baik dan tentu akan berdampak
langsung dengan ekosistem ikan di laut, otomatis hasil tangkapan mereka pun
turut meningkat.
Untuk program kemitraan pada tahun 2015, melalui wawancara kepada
penerima bantuan yakni usaha rumah makan Mie Ayam Mas Jenggot yang
berlokasi di Jl. Daeng Tata Raya, mengatakan bahwa mengajukan proposal pada
pertengahan tahun 2014 dan lulus seleksi oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV,
kemudian pengumuman para penerima bantuan pada januari 2015. Jumlah
bantuan yang diterima oleh penerima bantuan kemitraan ini sebesar Rp.
20.000.000 dan melakukan perjanjian pengembalian selama setahun dengan dana
per bulannya kurang lebih Rp. 1.800.000 sudah terakumulasi dengan jasa
administrasi sebesar 6%. Penerima bantuan kemitraan ini mengaku senang dan
mengapresiasi bahwa perusahaan seperti PT. Pelabuhan Indonesia IV mau
mengabulkan permohonan bantuan yang diajukan.
Dari tahun 2013 hingga 2015, penulis menilai untuk pelaksanaan mitra
Bina Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV belum cukup baik. Penulis
menemukan bahwa dari tahun ke tahun, program mitra Bina Lingkungan hanya
sebatas menyeleksi proposal yang masuk, survei, rapat koordinasi tentang besaran
24Wiwiek Dwi Indah, Jelang Lebaran 2015, Pelindo IV Jual Sembako Rp50.000 Per Paket
http://sulawesi.bisnis.com/read/20150702/5/190062/jelang-lebaran-2015-pelindo-iv-jual-
sembako-rp50.000-per-paket diakses pada 29 Juni 2016 pukul 01:12 WITA.
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nilai bantuan lalu penyerahan bantuan berupa uang tunai. Penulis berharap, ada
hal yang lebih, misalnya jangan hanya memberikan bantuan dana, akan tetapi
bantuan berupa alat-alat usaha sesuai hasil survei lapangan. Selain itu,
PT. Pelabuhan Indonesia IV harus selalu memantau perkembangan usaha para
mitranya, dengan rutin kroscek ke lokasi usaha mitra setiap bulan. Dengan ini,
tentu jauh lebih efektif bagi perkembangan dunia usaha mitra yang dibina.
Karena yang penulis khawatirkan, bila hanya berupa bantuan dana, maka bisa saja
dana tersebut tidak maksimal penggunaannya untuk pengembangan usaha para
mitra binaan. Penulis berharap ada gebrakan baru bagi tim CSR PT. Pelabuhan
Indonesia IV dalam melaksanakan kemitraan CSR ini, agar lebih efektif
penyaluran dananya dan sesuai dengan harapan pembangunan masyarakat sekitar
atau community development.
Kemudian, PT. Pelabuhan Indonesia IV seharusnya lebih berfokus pada
kesejahteraan masyarakat sekitar. Penulis menemukan bahwa masyarakat sekitar
perusahaan notabene bekerja sebagai nelayan, oleh karena itu perusahaan harus
lebih memperhatikan kondisi kesejahteraan nelayan dengan memberikan bantuan
kapal laut untuk berlayar mencari ikan di laut dan bantuan jarring bagi para
nelayan. Penulis menemukan pula bahwa masyarakat di sekitar perusahaan masih
banyak lingkungan yang kumuh, dengan alokasi dana yang disediakan pada sektor
memberantas kemiskinan, PT. Pelabuhan Indonesia IV seharusnya bisa
menambah programnya untuk melaksanakan bedah kawasan kumuh menjadi
lingkungan yang sehat dan sejahtera. Masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh
sekitar perusahaan ini sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, tentu
hal ini harus menjadi focus utama PT. Pelabuhan Indonesia IV sebagai penyedia
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jasa kepelabuhanan, karena dengan ada perusahaan tentu sangat berdampak
dengan kelangsungan hidup para nelayan. Penulis berharap perusahaan lebih
mementingkan kesejahteraan para nelayan di sekitar perusahaan dan
pengalokasian dana CSR tentu lebih besar pada sektor ini, agar tujuan CSR yakni





Berdasarkan hasil penelitian “Tinjauan Yuridis Penerapan Corporate
Social Responsibility (CSR) pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)”
kepada masyarakat sekitar perusahaan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Bentuk-bentuk Corporate Social Responsibility (CSR)
pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) antara lain sektor Bantuan Bencana
Alam, Bantuan Pendidikan, Bantuan Peningkatan Kesehatan, Bantuan Sarana
dan Prasarana Umum, Bantuan Sarana Ibadah, Bantuan Pelestarian Alam dan
Bantuan Sosial Pengentasan Kemiskinan.
2. Teknik pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR)
pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) melalui proposal yang diajukan
oleh pemohon bantuan, kemudian diseleksi oleh perusahaan, dari hasil seleksi
lalu diadakan survei kepada calon penerima bantuan, penetuan besaran alokasi
dana yang akan diberikan dan penyerahan bantuan dana.
B. Saran-saran
1. Bentuk-bentuk CSR PT. Pelabuhan Indonesia IV pada semua sektor
seharusnya lebih fokus terhadap masyarakat sekitar perusahaan,
perusahaan sebagai penyedia jasa kepelabuhanan harus lebih fokus terhadap
nelayan yang notabene merupakan mata pencaharian. Perusahaan
memperhatikan para pedagang kaki lima dan kawasan kumuh di sekitar
perusahaan, membangun kesejahteraan mereka dan memperbaiki kawasan
tinggal masyarakat sekitar. CSR perusahaan juga harusnya fokus kepada
kebersihan pantai dan laut, karena selain berdampak baik kepada para nelayan
juga berpengaruh langsung terhadap perusahaan.
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2. Teknik pelaksanaan Corporate Social Responsibility perusahaan harus jauh
lebih efektif, tidak sebatas pemberian dana saja, namun bisa berupa alat atau
kelengkapan usaha bagi penerima bantuan dana. Kemudian setelah itu,
perusahaan memantau para mitra/penerima bantuan, agar sesuai dengan
peruntukannya. Penulis ingin agar perusahaan punya inovasi-inovasi yang baru
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